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PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR 8 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  

NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

  

Menimbang   :  a. bahwa guna meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan 

kesehatan yang lebih baik terhadap masyarakat, maka 

diperlukan dukungan pembiayaan melalui penarikan 

retribusi pelayanan kesehatan; 

b. bahwa jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum yang dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Retribusi Jasa Umum, perlu direvisi menyesuaikan dengan 

perkembangan peraturan perundangan-undangan yang 

mengatur tentang program pelayanan kesehatan;  

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Retribusi Jasa Umum; 

 

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok–Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3019); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi 

Legal; 

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3209); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3274); 

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan 

dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3469); 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3817); 

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881); 
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13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235); 

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4247); 

15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004     Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

17. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

18. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan              

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

20. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 132); 

21. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 
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22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 

23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 

24. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4851); 

26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5025); 

27. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

28. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

29. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

30. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

31. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 
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32. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3050); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif 

Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 35, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 

Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329) 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib 

dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta 

Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan 

Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3283); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang 

Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan 

Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3350); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3527); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 

Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang 

Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 

40. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3637); 
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41. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang 

Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3934); 

42. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 

2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3980); 

43. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan 

Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3981); 

44. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4161); 

45. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

46. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4655); 

47. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4736); 

48. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737);  

49. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 

2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan; 
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50. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil; 

51. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Penerapan 

Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 

Kependudukan; 

52. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 

4/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan 

Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan; 

53. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 

02/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan 

Penanggulangan pada Bangunan Gedung; 

54. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 63 Tahun 

1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan 

Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, 

Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya; 

55. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 71 Tahun 

1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 

56. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam 

Negeri Nomor: 93A/MENKES/SKB/II 1996, Nomor 17 

Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan 

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan 

Masyarakat; 

57. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 20 Tahun 

2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 

30/PER/M.KOMINFO/09/2008; 

58. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 

560/Menkes/SK/IV/2003 tentang Tarif Pelayanan Rumah 

Sakit; 

59. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat 

Kesehatan Masyarakat; 

60. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 9 Tahun 

2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; 

61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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62. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman 

Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama 

Telekomunikasi; 

63. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika 

dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 

Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor: 

19/PERM/M.KOMINFO/03/2009; Nomor: 3/P/2009 

tentang Pedoman Pembangunan dan Pengunaan Bersama 

Menara Telekomunikasi. 

64. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 50M-

DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana 

Teknis Metrologi Legal; 

65. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 416/Menkes/PER/II/ 

2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta      

PT. Askes (Persero); 

66. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 

903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Program Jaminan Kesehatan Masyarkat; 

67. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 

2002 tentang Retribusi Biaya Tera/Tera Ulang dan 

Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan 

Perlengkapannya serta Pengujian Barang dalam Keadaan 

Terbungkus; 

69. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar 

Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa 

Timur; 

70. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang  Nomor 4/E Tahun 2002); 

71. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 

2/C); 

72. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana 

telah diubah kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Malang Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D); 
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73. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 

2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C); 

74. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG 

dan 

BUPATI MALANG 

 

MEMUTUSKAN: 

  

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 10 

TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

 

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit 

dan Puskesmas beserta jaringannya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan kesehatan di 

Rumah Sakit Umum Daerah ”Kanjuruhan” Kepanjen 

dan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang, Puskesmas, 

Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pondok 

Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa, Poliklinik yang 

dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, 

kecuali pelayanan pendaftaran. 

(2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit 

yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berlaku Kelas III. 
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(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan 

di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan 

kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi, BUMN, BUMD dan swasta. 

 

2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) 

dan ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

 

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit 

dan Puskesmas beserta jaringannya adalah orang 

pribadi atau badan yang memperoleh dan/atau 

memanfaatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan 

Puskesmas beserta jaringannya.  

(2) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Program Jaminan 

Pembiayaan Pelayanan Kesehatan, Asuransi Kesehatan 

atau sejenis yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi, BUMN, BUMD dan swasta.  

(3) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perjanjian 

kerjasama dan/atau sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, 

sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal  7 

 

(1) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran IIA, 

Lampiran IIB dan Lampiran III merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(2) Ketentuan Lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran IIA, 

Lampiran IIB dan Lampiran III sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Daerah ini. 

 



 

D:\PKL\PERDA\2013 ARIS\Perubahan Jasa Umum Kesehatan Rev Propinsi\Retribusi Pelayanan Kesehatan\Perubahan Retribusi Jasa Umum Revisi Propinsi.doc 

11 

4. Ketentuan Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga     

Pasal 74 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal  74 

 

(1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus secara 

tunai sejak diterbitkannya SKRD dan/atau dokumen 

lain yang dipersamakan. 

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor 

secara bruto ke Kas Umum Daerah. 

(3) Tata cara pembayaran dan penyetoran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang. 

 

 

 

Ditetapkan di Malang 

pada tanggal 29 April 2013 

 

BUPATI MALANG, 

 

Ttd. 

 

H. RENDRA KRESNA 

Diundangkan di Malang 

Pada tanggal 30 April 2013 

  SEKRETARIS DAERAH 

 

               Ttd. 

 

       ABDUL MALIK 

NIP. 19570830 198209 1 001 

Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2013 Nomer 1/D 
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